REPUBLIK INDONESIA

No.1387, 2012 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
Jabatan Fungsional. Pemeriksa. Angka Kredit.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas
Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang
Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa, maka
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan
Fungsional Pemeriksa Madya dan Pemeriksa Utama,
batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai
dengan 60 (enam puluh) tahun;

b. bahwa dalam rangka memenuhi formasi Jabatan
Fungsional Pemeriksa serta pembinaan profesi dan
pengembangan karier Pemeriksa, perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
perubahan  Atas Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor S35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 4654);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2797);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
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10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai
Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional
Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 114);

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DAN
ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya, diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagai
berikut:

Pasal 33

(1) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa apabila telah memenuhi
angka kredit yang disyaratkan.

(2) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, huruf d, dan
huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa.

(3) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa, apabila berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah
atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.

(4) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa, apabila berusia paling tinggi 52 (lima puluh
dua) tahun.
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(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bagi yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II,
apabila berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

(6) Ketentuan pelaksanaan pengangkatan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu
Pasal 36 A, sebagai berikut:

Pasal 36 A

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini
dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(4), dan telah berusia lebih dari 52 (lima puluh dua) tahun, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa.

(2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sampai
dengan 31 Desember 2013.

(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan angka
kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang
diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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